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P U T U S A N
Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam

sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Penggugat, NIK 33141051089990003, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 11

Agustus 1999 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  Mahasiswa,  tempat  tinggal  di  Kota  Samarinda,

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 6472042409000005, tempat dan tanggal lahir, Ujung Bilang, 24

September  2000  /  umur  24  tahun,  agama Islam,  pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Kota

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  11  Desember

2024 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Samarinda

dengan  register  perkara  Nomor  2016/Pdt.G/2024/PA.Smd,  mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa

Tengah sesuai Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 24 Juni 2020;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

rumah kediaman orangtua Tergugat di Samarinda selama selama 3 tahun 6

bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

bersama sebagaimana layaknya suami istri  dan dikaruniai  seorang anak,

bernama Anak lahir di Samarinda tanggal 13 Maret 2021 dan anak tersebut

sekarang di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya

rukun-rukun saja, namun sejakawal tahun 2023 rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  mulai  tidak  rukun,  karena  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan, sehingga setiap ada

hal-hal  yang kecil  Tergugat  langsung marah,  seperti  masalah Penggugat

meminta  tolong  untuk  bergantian  menjaga  anak  dikarenakan  keadaan

Penggugat yang sedang kuliah, seharusnya sebagai kepala rumah tangga

mensuport  namun  Tergugat  malah  marah-marah  Tergugat  tidak  pernah

berusaha untuk membicarakan secara baik-baik tetapi selalu saja bersikap

kasar dengan mencaci maki anak-anak seperti anjing dan lain-lain, selain itu

juga Tergugat apabila sedang marah tidak segan-segan melakukan tindak

kekerasan  di  dalam  rumah  tangga,  hal  yang  demikian  Penggugat  tidak

tahan lagi dengan perilaku Tergugat dan tidak ingin lagi membina rumah

tangga bersama;

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan

September tahun 2023 disebabkan Tergugat seorang yang tempramen dan

melakukan  tindakan  kekerasan  dan  akhirnya  antara  Penggugat  dengan

Tergugat dari  rumah kediaman  dan sampai saat ini telah berpisah rumah

selama  1  tahun  3  bulan  dan  selama  berpisah  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  ada  lagi  hubungan  baik  lahir  maupun  batin  dan

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan

Penggugat,  oleh  karena itu  untuk  kepentingan anak itu  sendiri  dan rasa

kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak
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tersebut  ditetapkan  berada  dalam  pengasuhan  dan  pemeliharaan

Penggugat;

3. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa

tersiksa  baik  lahir  maupun batin  sehingga Penggugat  tidak  sanggup lagi

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud

bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

4. Bahwa Penggugat  bersedia  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Samarinda  cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

3. Menetapkan Penggugat sebagai  pemegang hak asuh atas anak yang

bernama Anak lahir di Samarinda tanggal 13 Maret 2021. Dengan tetap

memberikan  hak  akses  kepada  Tergugat  untuk  mengujungi anak

tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  melalui  relaas  Nomor

2016/Pdt.G/2024/PA.Smd,yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam

sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa,  Majelis  dalam  persidangan  telah  berusaha  mendamaikan

dengan  jalan  memberi  saran  dan  nasihat  kepada  Penggugat  agar

mengurungkan keinginannya untuk bercerai  dan mencoba kembali  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah namun  tidak  berhasil,

sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa,  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  pada

pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat 

Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah Nomor  xxxx  tanggal  24  Juni  2020

Tanggal 24 Juni 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat

dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama

Kecamatan  Sragen  Kabupaten  Sragen  Provinsi  Jawa  Tengah,  telah

bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling,yang  oleh  Ketua  Majelis  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diberi  tanggal  dan  diberi

tanda P.1;

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2504/SKL/III/2021,  tanggal 13

Maret  2021  atas  nama  Anak  yang  dikeluarkan  oleh  Bidan  Praktek

Mandiri,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling,yang  oleh  Ketua

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal

dan diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1.   Saksi  1,  umur  23  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mahasiswi,  bertempat  tinggal  di  Kota  Samarinda,  Provinsi  Kalimantan

Timur,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
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adalah teman Penggugat;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  sah,  dan telh

dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur  3 tahun

dan anak tersebut sekarang tinggal bersama  Penggugat;

 Bahwa keadaan  rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  awalnya

rukun,namun sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2023 karena

sering  terjadi  pertengkaran  disebabkan  ksrena  Tergugat  memiliki

sifat temramen yang berlebihan;

 Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

 Bahwa Penggugat berperilaku baik dan penyayang kepada anak;

 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mengupayakan  perdamaian  melalui  musyawarah,  namun  tidak

berhasil;

2.  Saksi  2,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi

Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah karyawan/AsistenRumah Tangga Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  sah, dan telah

dikaruiniai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama

Penggugat;

 Bahwa keadaan  rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  awalnya

rukun, namun sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2023 karena

sering  terjadi  pertengkaran  disebabkan  karena  Tergugat  memiliki

sifat tempramen yang berlebihan;

 Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

 Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  selama  tinggal  bersama

Penggugat keadaannya sehat dan baik;
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 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mengupayakan  perdamaian  melalui  musyawarah,  namun  tidak

berhasil;

Bahwa selanjutnya  Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  cukup ditunjuk segala

hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama dan penjelasannya

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

maka  penyelesaian  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang

beragama  Islam  di  bidang  perkawinan  merupakan  wewenang  absolut

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

dibidang  perkawinan,  oleh  karena  itu  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap  (in person)  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan

Tergugat  tidak  hadir  dan  perkara  a  quo  dapat  diperiksa  tanpa  hadirnya

Tergugat;
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Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan

menasehati  Penggugat  agar  bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka keduanya memiliki  kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-

pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak

awal  tahun 2023 rumah tangga  Penggugat  dengan Tergugat terus  menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat

tempramen yang berlebihandan sejak bulan September 2023 antara Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  didengar  jawabannya  di

persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir,  maka secara yuridis formal

Tergugat  dapat  dianggap  telah  mengakui  dan  membenarkan  dalil  gugatan

Penggugat;

Menimbang,  bahwa Majelis sependapat dan mengambil  alih pendapat

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya : "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya";

Menimbang,  bahwa meskipun Tergugat  telah dianggap mengakui  dalil

gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah

tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalilnya  Penggugat  telah

mengajukan  bukti  P.1  dan  P.2serta  saksi-saksi  sebagaimana  dalam  duduk

perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai

ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah

di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil

dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 membuktikan adanya ikatan

perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  mempunyai  hubungan  dan  kapasitas  hukum

untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio), karenanya

Penggugat  mempunyai  kualitas  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam sengketa

bidang perkawinan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  tersebut  dan  ditambah

dengan keterangan saksi-saksi  Penggugat,  maka terbukti  bahwa anak yang

bernama Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada

tanggal 13 Maret 2021;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yaitu  Saksi  1  sebagai  teman  dekat

Penggugat dan Saksi 2 sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat, keduanya

memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  telah

memenuhi  syarat formil  sebagai  saksi,  sebagaimana ketentuan Pasal  22 (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama,  yang telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  keterangan  dua  orang  saksi  Penggugat  tersebut  secara

materiil  berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan

dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara
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satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan

sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan

bukti-bukti  Penggugat,  maka  dapat  disimpulkan  fakta-fakta  yuridis  sebagai

berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  tidak rukun lagi

sejak  awal  tahun  2023  karena  sering  terjadi  pertengkaran  disebabkan

karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang berlebihan;

 Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

 Bahwa  Penggugat  sebagai  ibu  dari  anak  yang  bernama  Anak,  mampu

untuk merawat dan mengasuh anaknya tersebut;  

 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  mengupayakan

perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan

Penggugat  mengenai  adanya  perselisihan  terus  menerus  dalam  rumah

tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang,  bahwa dari  fakta  tersebut  di  atas  majelis  menilai  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pecah  dan  sulit  mewujudkan  tujuan

perkawinan  sebagaimana  diharapkan,  sebaliknya  jika  kondisi  rumah  tangga

yang  seperti  itu  tetap  dipertahankan,  dikhawatirkan  membawa  mudharat

berkepanjangan  bagi  Penggugat  dan  Tergugat,  sedangkan  kemudharatan

harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:   "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  yang  sedemikian  rupa  ditembah  dengan  melihat  sikap  Penggugat

yang  demikian  keras  keinginannya  untuk  bercerai,  maka  tujuan  mencapai

kemaslahatan  rumah  tangga  sangat  sulit  untuk  dicapai,  sebaliknya

kemdharatan  yang  lebih  mungkin  terjadi  jika  perkawinan  tersebut  tetap
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dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada

meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul  fiqih

tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat

dan  Tergugat  dengan  perceraian  merupakan  alternatif  terbaik  dalam

menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah

memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  jo. Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum Islam,  oleh  karenanya

gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain

sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2

huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa Penggugat  selain  menggugat  cerai  juga meminta

hak  asuh  terhadap  anak  Penggugat  dan  Tergugat  bernama  Nasha  Razeta

Intan Dicaprio, lahir di Samarinda tanggal 13 Maret 2021 dan sesuai fakta di

persidangan  bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  anak  Penggugat  dan

Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam kondisi terawat dengan

baik.Penggugat sehat jasmani dan rohaninya, penyayang, tidak pernah terlibat
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kriminal ataupun perbuatan asusila lainnya serta tidak pernah mengekploitasi

ataupun menelantarkan anaknya; 

Menimbang,  bahwa  gugatan  hak  hadhanahdapat  diajukan  bersama-

sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka

komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor:

110  K/AG/2007  menegaskan  bahwa  mengenai  pemeliharaan  anak,  bukan

semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat

fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang

Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah

menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan

perlindungan anak yakni  non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak,

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan

terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam

Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang- Undang

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama

dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  mana  pun  yang

bertanggungjawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari

perlakuan   diskriminasi,  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual,

penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan,  ketidak  adilan  dan

perlakuan salah lainnya; 

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di

bawah umur atau belum mumayyiz karena masih berumur 3 tahun, maka hak

asuh anak tersebut patut di tetapkan di bawah pengasuhan Penggugat sebagai

ibu kandungnya, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Komplasi

Hukum Islam” pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur
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12 tahun adalah hak ibunya.” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena

anak  tersebut  belum  mumayyiz,  sehingga   anak  tersebut  harus  berada  di

bawah  asuhan  Penggugat dengan  kewajiban  bagi  Penggugat  untuk  tetap

memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih

sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara

ini  harus  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  jumlahnya  seperti  tercantum

dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat(Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

4. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  atas  anak  yang

bernama  Anak lahir  di  Samarinda tanggal  13 Maret  2021.  Dengan tetap

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengujungi anak tersebut;

5. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.

177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuhribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Samarinda  pada  hari  Selasa,  tanggal  07  Januari  2024  Masehi

bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H.

sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim
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Anggota  tersebut  dan didampingi  oleh  Hesty  Lestari,  S.H. sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

 Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Drs. H. Abdul Manaf Drs. H. Akh. Fauzie

Pan itera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H. 

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00

3. Biaya PNBP Panggilan : Rp.     20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


